
 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 67 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

POLA KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN 

BENCANA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pola Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

SALINAN 



  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 58); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2010 Nomor 8); 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Keija 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KOORDINASI 

BADAN PENANGGULANGAN BENCAN ADAERAH DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

 

Pasal 1  

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

melaksanakan penyelanggaraan penanggulangan bencana. 

 

 

 

 



Pasal 2  

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 

a. menghindari penumpukan kegiatan/bantuan baik pada prabencana, 

tanggap darurat maupun pemulihan; 

b. menjamin cakupan area kegiatan/bantuan baik pada prabencana, tanggap 

darurat, maupun pemulihan; 

c. mempercepat penyelenggaraan kegiatan pada prabencana, pemulihan atau 

pengiriman bantuan pada tanggap darurat; 

d. memastikan penggunaan fasilitas secara efisien pada setiap tahap 

penanggulangan bencana; dan 

e. menentukan prioritas kebutuhan pada setiap tahap penanggulangan 

bencana. 

 

Pasal 3  

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

melakukan koordinasi penanggulangan bencana bersama instanasi terkait 

dan pemangku kepentingan lainnya secara tepat, cepat, terpadu, dan 

terbuka sebagai mitra dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

(2) Rincian pola koordinasi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 4  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

 

 Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 28 Agustus 2014 

 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

TTD 
 

HAMENGKU BUWONO X 



Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 28 Agustus 2014 

SEKRETARIS DAERAH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TTD 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 67 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
 NIP. 19640714 199102 1 001 











 

















 



 









Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
 NIP. 19640714 199102 1 001 
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